
SALINAIff 

BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 185 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 
bahwa u n t u k melaksanakan ke tentuan Pasal 31 ayat (2) 
Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan APB Desa 
d ia tur dengan Peraturan Bupa t i setiap t a h u n ; 

bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
h u r u f a, per lu menetapkan Peraturan Bupa t i tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2022; 

Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5434); 

Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5679); 

Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6573); 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539) sebagaimana te lah beberapa ka l i d iubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 t a h u n 2019 (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 41 Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6321); 

Menimbang : a. 

b. 

Mengingat : 1. 

2. 

3. 

5. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 20 T a h u n 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 



6. Peraturan Bupa t i Nomor 96 T a h u n 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 
Nomor 96) sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i terakhir 
dengan Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 59 Tahun 2021 (Berita 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 59); 

MBMUTUSKAN: 

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA D E S A TAHUN ANGGARAN 2022 . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Desa adalah Desa d i l ingkup Pemerintah Daerah. 
5. Pemerintah Desa adalah peyelenggaraan u r u s a n pemer intahan dan kepentingan 

masyarakat setempat da lam sistem pemer intahan Negara Kesatuan Republik 
Indondesia. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, se lanjutnya disebut APB Desa, adalah 
rencana keuangan t ahunan Pemerintahan Desa. 

BAB I I 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Pedoman penyusunan APBDes T a h u n Anggaran 2022, me l iput i . 
a. S inkronisas i kebi jakan Pemerintah Daerah dengan kebi jakan pemerintah; 
b. Prinsip Penyusunan APBDes; 
c. Kebijakan Penyusunan APBDes; 
d. Teknis Penyusunan APBDes; 
e. Pelaksanaan penggunaan Dana Desa; 
f. Prioritas pengunaan Dana Desa; dan 
g. Hal -hal Khusus Lainnya. 

(2) Ura ian pedoman penyusunan APBDes T a h u n Anggaran 2022 sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) t e r can tum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 11 yang 
merupakan bagian t idak terp isahkan dengan Peraturan Bupat i i n i . 



BAB I I I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan Bupa t i 
i n i penempatannya dalam Beri ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 14 - 12 - 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 

ttd 

H E R U WIWOHO SP 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 186 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 14 - 12 - 2021 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Salinan sesuai depgaj 
Kepala B a g i ^ H a 

DENI CAHY^TORO. SH.. M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 185 TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
D E S A TAHUN ANGGARAN 2 0 2 2 

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA URAIAN 
PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa TAHUN ANGGARAN 2022 

A. SINKRONISASI K E B I J A K A N PEMERINTAH D A E R A H DENGAN KEWENANGAN 
DESA, RENCANA K E R J A PEMERINTAH DESA, DAN K E B I J A K A N PRIORITAS 
PENGGUNAAN DANA DESA. 

Dalam penyusunan dokumen RKPD T a h u n 2022 berpedoman pada Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2005-2025, 
mempert imbangkan visi , mis i , dan program kepala daerah terp i l ih sebagaimana 
da lam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, serta 
mengacu pada RKP T a h u n 2022 serta RPJMN 2020-2024 guna keselarasan dengan 
pr ior i tas pembangunan nasional . Visi pembangunan Kabupaten Pacitan 
sebagaimana te r tuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 
2021-2026 ya i tu : "Masyarakat Pacitan S E J A H T E R A dan BAHAGIA" 

Visi dan Mis i Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan 
pencapaiannya d i jabarkan da lam t u j u a n dan sasaran pembangunan 
daerah,sebagaimana ter tuang da lam tabel ber ikut : 

Vis i , Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten 
VISI: 

"Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA" 
MISI TUJUAN SASARAN 

1. Mewujudkan 
Percepatan 
Pemerataan 
Pembangunan 
Infrastruktur dan 
Pembangunan 
Wilasrah Perbatasan 
dengan tetap 
Memperhatikan 
Kualitas Lingkungan 
Hidup 

1.1 Meningkatkan 
Pembangunan 
Infrastruktur 
Wilayah Perbatasan, 
Dan Kualitas 
Lingkungan Hidup 
Secara Akseleratif 
dan Adil 

1.1.1. Meningkahiya Pemerataan 
Pembangunan Infrastruktur 
Penunjang Perekonomian 
Dan Aksessibilitas 

1.1.2. Meningkatnya 
Pengarusutamaan 
Pembangunan 
Berwawasan L ingkungan 

2. Mewujudkan 
Pembangunan dan 
Peningkatan Daya 
Saing SDM yang 
Kukuh Berpijak Pada 
Nilai-Nilai Agama 
dan Budaya Bangsa 

2.1 Meningkatkan 
Pembangunan 
Infrastruktur 
Wilayah Perbatasan, 
Dan Kualitas 
Lingkungan Hidup 
Secara Akseleratif 
dan Adil 

2.1.1. Meningkatnya KuaUltas dan 
Aksesbilitas Layanan Dasar 
Pendidikan 

2. Mewujudkan 
Pembangunan dan 
Peningkatan Daya 
Saing SDM yang 
Kukuh Berpijak Pada 
Nilai-Nilai Agama 
dan Budaya Bangsa 

2.1 Meningkatkan 
Pembangunan 
Infrastruktur 
Wilayah Perbatasan, 
Dan Kualitas 
Lingkungan Hidup 
Secara Akseleratif 
dan Adil 

2.1.2. Meningkatnya Derajat 
Kesehatan Masyarakat 

2. Mewujudkan 
Pembangunan dan 
Peningkatan Daya 
Saing SDM yang 
Kukuh Berpijak Pada 
Nilai-Nilai Agama 
dan Budaya Bangsa 

2.1 Meningkatkan 
Pembangunan 
Infrastruktur 
Wilayah Perbatasan, 
Dan Kualitas 
Lingkungan Hidup 
Secara Akseleratif 
dan Adil 

2.1.3. Meningkatnya Kemampuan 
Daya Beli Masyarakat 

2. Mewujudkan 
Pembangunan dan 
Peningkatan Daya 
Saing SDM yang 
Kukuh Berpijak Pada 
Nilai-Nilai Agama 
dan Budaya Bangsa 

2.1 Meningkatkan 
Pembangunan 
Infrastruktur 
Wilayah Perbatasan, 
Dan Kualitas 
Lingkungan Hidup 
Secara Akseleratif 
dan Adil 2.1.4. Meningkatnya Peran Gender 

dalam Pembangunan 

2. Mewujudkan 
Pembangunan dan 
Peningkatan Daya 
Saing SDM yang 
Kukuh Berpijak Pada 
Nilai-Nilai Agama 
dan Budaya Bangsa 

2.1 Meningkatkan 
Pembangunan 
Infrastruktur 
Wilayah Perbatasan, 
Dan Kualitas 
Lingkungan Hidup 
Secara Akseleratif 
dan Adil 

2.1.5. Meningkatnya Kebahagiaan 
Masyarakat 

3. Meningkatkan 
Pertumbuhan 
Ekonomi melalui 

3.1 Meningkatkan 
3.2 Kesejahteraan 

Masyarakat melalui 

3.1.1. Meningkatnya Pendapatan 
Perkapita 



VISI: 
"Mas3rarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA" 

MISI TUJUAN r\ A 0 A A "AT 

SASARAN 
Sektor Agraris, 
Sektor Pariwisata, 
serta Sektor 
Unggulan Lainnya 

Pengentasan 
Kemiskinan 

Sektor Agraris, 
Sektor Pariwisata, 
serta Sektor 
Unggulan Lainnya 

Pengentasan 
Kemiskinan 

3.1.2. Meningkatnya Pertumbuhan 
Ekonomi Sektor Unggulan 

Sektor Agraris, 
Sektor Pariwisata, 
serta Sektor 
Unggulan Lainnya 

Pengentasan 
Kemiskinan 

x . o . i v idJ - i i i g i xc i t i i yd I—'d^yc* o d x i i ^ 

Pari wisata 

Sektor Agraris, 
Sektor Pariwisata, 
serta Sektor 
Unggulan Lainnya 

Pengentasan 
Kemiskinan 

z.z. 1 ivieningKdinyd iM id i invesidsi 

4. Menciptakan 
Birokrasi 
pemenntan yang 
Inovatif, 
Profesional, 
dan Melayani 

4.1 Meningkatkan 
Pembangunan 
inirastruKtur wuayan 
Perbatasan, Dan 
Kualitas Lingkungan 
Hidup Secara 
Akseleratif dan Adil 

4.1.1 Meningkatnya Layanan 
Publik Yang Inovatif 

4. Menciptakan 
Birokrasi 
pemenntan yang 
Inovatif, 
Profesional, 
dan Melayani 

4.1 Meningkatkan 
Pembangunan 
inirastruKtur wuayan 
Perbatasan, Dan 
Kualitas Lingkungan 
Hidup Secara 
Akseleratif dan Adil 

4.1.2 Pengembangan Kapasitas 
(ASN) Pemerintah Daerah 

4. Menciptakan 
Birokrasi 
pemenntan yang 
Inovatif, 
Profesional, 
dan Melayani 

4.1 Meningkatkan 
Pembangunan 
inirastruKtur wuayan 
Perbatasan, Dan 
Kualitas Lingkungan 
Hidup Secara 
Akseleratif dan Adil 

4.1.3 Terwujudnya Birokrasi Yang 
Akuntabel dan Transparan 

4. Menciptakan 
Birokrasi 
pemenntan yang 
Inovatif, 
Profesional, 
dan Melayani 

4.1 Meningkatkan 
Pembangunan 
inirastruKtur wuayan 
Perbatasan, Dan 
Kualitas Lingkungan 
Hidup Secara 
Akseleratif dan Adil 4.1.4 Meningkatnya Kemandiiian 

Desa 

B. ISU S T R A T E G I S DAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 
2022 

Prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan T a h u n 2022 d i susun dengan 
berdasarkan basi l anal is is terhadap permasalahan pembangunan yang d ika i tkan 
dengan i su strategis da lam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2 0 2 1 -
2026. 

Prioritas yang telah d i r u m u s k a n tersebut d ika i tkan dengan sasaran 
pembangunan kabupaten da lam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 
2021-2026. Selain i t u , Prioritas Pembangunan Kabupaten Pacitan juga 
diselaraskan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa T imur Tahun 2022. 
Sasaran pembangunan kabupaten tersebut merupakan Ind ikator Kinerja Utama 
(IKU) bagi Kepala Perangkat Daerah. Dengan te i jadinya pandemi Covid- 19 sejak 
t a h u n 2020 sampai sekarang, Prioritas Pembangunan RKPD d i fokuskan u n t u k 
penanganan serta pemul ihan aspek sosial, ekonomi dan keuangan akibat 
terjadinya Covid-19. 

Isu strategis pembangunan Kabupaten Pacitan selaras dan mendukung 
dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa T imur . Isu strategis 
Kabupaten Pacitan yang telah t e rcantum da lam Ranwal RPJMD Kabupaten 
Pacitan T a h u n 2021-2026 tersebut masih relevan, u n t u k Tahun 2022 sebagai 
ber ikut : 

1. Sosial: 
a. Menguatkan Keberpihakan pada keberdayaan dan per l indungan 

perempuan, anak dan penyandang difabel. 
b. Opt imal isasi penyelenggaraan j a m i n a n sosial bagi masyarakat misk in dan 

PMKS. 
c. T u n t u t a n terc iptanya kondusi f i tas l ingkungan yang aman dan tert ib. 

2. Ekonomi : 
a. Penguatan Ekonomi sektor unggu lan sebagai magnet investasi u n t u k 

menyerap tenaga kerja dan peningkatan PAD. 



b. Penguatan kapasitas petani , nelayan dan pe laku usaha sektor pariwisata 
da lam menyongsong I n d u s t r i 4.0. 

3. Fisik: 
a. Pembangunan in f r a s t ruk tu r strategis pengungki t ekonomi dan ke indahan 

Kabupaten Pacitan. 
b. Percepatan pembangunan in f r a s t ruk tu r Penunjang Aksesibil itas. 
c. Pemenuhan In f r as t ruk tu r dasar dan sosial serta sarana prasarana 

kesiapsiagaan bencana. 
4. Sumber Daya Manusia : 

a. Penguatan Pendidikan karakter dengan integrasi Pendidikan formal dan 
kebangsaan. 

b. Pemenuhan SPM Pendidikan dan Peningkatan kua l i tas G u r u , Mur id dan 
Sarana Prasarana Pendidikan. 

c. Meningkatkan standar kua l i tas layanan Kesehatan, tenaga Kesehatan 
dan kebiasaan h i d u p sehat. 

5. Pemerintahan. 
a. B i rokras i yang adapt i f dan manajemen pemer intahan yang efektif. 
b. Inovasi layanan pub l i k dan kepuasan masyarakat terhadap had imya 

pemer intah. 
Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak semester pertama t a h u n 2020, 

mengakibatkan perubahan pada hamp i r se luruh aspek utamanya aspek sosial, 
ekonomi dan keuangan. Perubahan yang terjadi ak ibat Covid-19 mengakibatkan 
per lunya penetapan pr ior i tas pembangunan Kabupaten Pacitan t a h u n 2022, 
sehingga pr ior i tas pembangunan Kabupaten Pacitan sebagai ber ikut : 
1. Layanan Pendidikan, Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi; 
2. Penanganan Kemisk inan Ak ibat Pandemi Covid-19; 
3. Pembangunan In f ras t ruk tur Dasar dan Pariwisata Yang Berwawasan 

L ingkungan; 
4. Pembangunan Sektor Ekonomi Unggulan Pendukung Pariwisata; dan 
5. Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi . 

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PACITAN 2022 
1. Pembangunan Sektor Ekonomi Unggulan Pendukung Pariwisata; 
2. Pembangunan In f r as t ruk tu r Dasar dan Pariwisata Yang Berwawasan 

L ingkungan; 
3. Layanan Pendidikan, Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi; 
4. Penanganan Kemisk inan Akibat Pandemi Co\ad-19; dan 
5. Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi . 

Sehubungan dengan ha l tersebut, per lu segera d i susun Rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa T a h u n 2022 dengan memperhat ikan 
ketentuan sebagai ber ikut : 
1. Besaran pendapatan desa dar i Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), 

u n t u k masing-masing desa sesuai dengan pagu definitif; 
2. Penggunaan pendapatan desa dar i bagi bas i l pajak dan re tr ibus i daerah 

d ipr ior i taskan u n t u k kegiatan yang menunjang penyelenggaraan 
pemer intahan desa da lam rangka men ingka tkan potensi pendapatan dar i 
bagi bas i l pajak dan re t r ibus i daerah d i masing-masing desa. Alokasi Bagi 
Basi l Pajak Daerah dan Bagi Basi l Retr ibusi Daerah agar mengacu pada 
estimasi t a h u n anggaran 2 0 2 1 ; 



Dalam mengh i tung persentase belanja desa 3 0 % (tiga p u l u h persen) dan 7 0 % 
( tu juh p u l u h persen), agar memperhat ikan ketentuan Pasal 100 Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang 6 t a h u n 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah 
terakhi r dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 sebagcd 
ber ikut : 

a. Belanja De§a yang d i te tapkan da lam APB Desa d igunakan dengan 
ketentuan: 
1) . pal ing sedikit 7 0 % ( tu juh p u l u h persen) dar i j u m l a h anggaran belanja 

De§a u n t u k mendanai : 
a) penyelenggaraan Pemerintahan De§a termasuk belanja 

operasional Pemerintahan De§a dan insent i f r u k u n tetangga dan 
r u k u n warga; 

b) pelaksanaan pembangunan Desa; 
c) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan 
d) pemberdayaan masyarakat Desa. 

2) . pal ing banyak 3 0 % (tiga p u l u h persen) dar i j u m l a h anggaran belanja 
Desa u n t u k mendanai : 
a) penghasi lan tetap dan tun jangan kepala Desa, sekretaris Desa, 

dan perangkat Desa la innya; dan 
b) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

b. perh i tungan belanja Desa sebagaimana d imaksud pada h u r u f a d i luar 
pendapatan yang bersumber dar i bas i l pengelolaan tanah bengkok dan 
ban tuan keuangan k h u s u s (BKK). 

c. bas i l pengelolaan tanah bengkok sebagaimana d imaksud pada h u r u f b 
dapat d i gunakan u n t u k tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris 
Desa, dan Perangkat Desa la innya. Sedangkan u n t u k belanja dar i 
kegiatan yang berasal dar i Ban tuan Keuangan Khusus memperhat ikan 
ke tentuan pada Lampi ran I Peraturan Bupa t i Nomor 96 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah d iubah beberapa 
ka l i t e rakhi r dengan Peraturan Bupa t i Nomor 59 T a h u n 2021 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. 

Bagi Desa yang porsi anggaran 3 0 % (tiga p u l u h persen) mas ih mencukup i 
u n t u k pemberian penghasi lan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sesuai 
dengan Peraturan Bupa t i Nomor 85 T a h u n 2019 tentang Penghasilan Tetap 
dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah d iubah 
dengan Peraturan Bupa t i Nomor 60 T a h u n 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupa t i Nomor 85 T a h u n 2019, maka besaran penghasilan tetap 
Kepala Desa dan Perangkat Desa T a h u n 2022 dapat d i te tapkan min ima l sama 
dengan Besaran penghasi lan tetap Kepala Desa dan perangkat desa pada ABP 
Desa i n d u k t a h u n 2021 . 
Bagi Desa yang porsi anggaran 3 0 % (tiga p u l u h perseratus) t idak mencukup i 
u n t u k pemberian penghasi lan tetap sesuai dengan Peraturan Bupat i Nomor 
85 T a h u n 2019 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Bupat i Nomor 
60 T a h u n 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupa t i Nomor 85 Tahun 
2019, maka selisih k u r a n g penghasi lan tetap Kepala Desa dan Perangkat 
Desa T a h u n 2022 dapat d ia jukan penambahan dar i Ban tuan keuangan 
Khusus yang Bersumber dar i APBD. 



6. Khusus u n t u k Penjabat Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) 
Peraturan Bupa t i Nomor 85 T a h u n 2019 tentang Penghasilan Tetap Dan 
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah d iubah 
dengan Peraturan Bupa t i Nomor 60 T a h u n 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan B u p a t i Nomor 85 T a h u n 2019, d isebutkan bahwa Penjabat Kepala 
Desa berhak mener ima tun jangan dan penghasi lan la in dar i APB Desa, akan 
tetapi t idak berhak mener ima penghasi lan tetap dan tambahan tunjangan. 

7. Mekanisme penentuan pr ior i tas penggunaan Dana Desa t a h u n 2022 agar 
berpedoman pada Peraturan Menter i Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 7 T a h u n 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana 
Desa T a h u n 2022 sedangkan kode rekening mengacu Peraturan Bupat i 
Pacitan Nomor 96 T a h u n 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i t e rakhi r dengan Peraturan Bupat i 
Pacitan Nomor 59 T a h u n 2 0 2 1 ; 

8. Belanja Desa d ipergunakan u n t u k mendanai penyelenggaraan kewenangan 
Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan 
Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang d i susun berdasar 
pada Peraturan Bupa t i Nomor 37 T a h u n 2018 tentang Daftar Kewenangan 
Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa D i 
Kabupaten Pacitan. 

9. Sisa lebih perh i tungan anggaran (SiLPA) APB Desa Tahun 2021 , agar 
berpedoman pada Lampi ran IV Peraturan Bupa t i Nomor 96 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i 
t e rakhi r dengan Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 59 Tahun 2021 . 

10. U n t u k penyusunan Rancangan APB Desa 2022 Pemerintah Desa wajib 
menggunakan kode rekening sebagaimana t e rcantum dalam Peraturan 
Bupa t i Nomor 96 T a h u n 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i t e rakhi r dengan Peraturan Bupat i 
Pacitan Nomor 59 T a h u n 2 0 2 1 . 

PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA 
Penyusunan APB Desa T a h u n Anggaran 2022 didasarkan pr ins ip sebagai 
ber ikut : 
1. Penyusunan dan Penetapan RKPDesa t a h u n 2022 d i laksanakan mu la i 

bu l an J u n i sampai dengan bu l an September t a h u n 2021 . 
2. Dalam rangka men indak lan ju t i Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerag Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang pr ior i tas 
penggunaan Dana Desa T a h u n 2022, musyawarah Desa penetapan prior i tas 
penggunaan Dana Desa T a h u n 2022 dapat d i i akukan dengan 2 (dua) 
mekanisme: 
a. D i laksanakan bersamaan dengan Musrenbangdes penyusunan RKP 

Desa; a tau 
b. Musyawarah Desa tersendir i yang d i tuangkan dalam berita acara 

penetapan pr ior i tas penggunaan Dana Desa Tahun 2022. 
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2022 

d idasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 
dan Beri ta Acara Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa t a h u n 2022. 



4. Beri ta Acara Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa t a h u n 2022 
di lengkapi dengan: 
a. Nama Kegiatan; dan 
b. Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

5. Sebelum di te tapkan, rancangan APB Desa wajib d i i akukan evaluasi oleh 
Camat sebagaimana d i te tapkan da lam Keputusan Bupat i Pacitan Nomor: 
188.45/802/KPTS/408.12/2017 tentang Pel impahan Sebagian 
Kewenangan Bupa t i Kepada Camat. Panduan Evaluasi APB Desa 
sebagaimana ke tentuan pada l ampi ran VII I Peraturan Bupat i Nomor 96 
T a h u n 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana beberapa 
ka l i d iubah terakhi r dengan Peraturan Bupa t i Nomor 59 t a h u n 2021 . 

6. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana in f r a s t ruk tu r desa yang 
dibiayai da lam APB Desa hanya dapat d ibangun pada lahan/lokasi jelas 
kepemi l ikannya/tanah kas desa/aset desa. 

7. Da lam ha l pembangunan sarana dan prasarana in f r a s t ruk tu r desa yang 
dibiayai da lam APB Desa menggunakan b u k a n aset desa harus d i i akukan 
penyesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang ber laku. 

8. Ruang l ingkup pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa, ya i tu : 
a. aspek admin is t ras i yang me l ipu t i ident i f ikasi kelengkapan data dan 

informasi terkai t dokumen pendukung da lam penyusunan Rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa 
tentang Perubahan APB Desa; 

b. Aspek legalitas yang me l i pu t i ident i f ikas i Peraturan yang melandasi 
penyusunan Rancangan Peraturan Desa d imaksud ; 

c. Aspek kebi jakan yang me l ipu t i ident i f ikasi konsistensi substansi dan 
mater i dengan pr ior i tas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa (RKP Desa); dan 

d. Aspek substansi anggaran dalam s t r u k t u r APB Desa yang me l iput i 
pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

K E B I J A K A N PENYUSUNAN APB D E S A 
Kebijakan Pemerintah dan pemer intah Daerah da lam penyusunan APB Desa 
T a h u n 2022 adalah sebagai ber ikut : 
1 KEBIJAKAN PEMERINTAH 

Sehubungan dengan adanya Pengelola kegiatan dana bergul ir masyarakat 
eks program nasional pemberdayaan masyarakat mand i r i (PNPM) Mandi r i 
perdesaan wajib d iben tuk menjadi BUM Desa bersama pal ing lama 2 (dua) 
t a h u n t e rh i tung sejak terb i tnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Badan Usaha M i l i k Desa. Da lam mendukung ketentuan 
pembentukan BUM Desa Bersama maka Pemerintah Desa melaksanakan hal 
ha l sebagai ber ikut : 
a. BUM Desa bersama yang merupakan porsi pengelolaan aset-eks program 

nasional pemberdayaan masyarakat mand i r i perdesaan d igunakan 
sebesar-besamya u n t u k penanggulangan kemisk inan; 

b. Menyertakan Modal se jumlah uang me la lu i APB Desa 2022 u n t u k 
d iserahkan kepada B U M Desa Bersama; 



c. Besaran penyertaan modal mas ing masing desa d i pu tuskan da lam 
Musyawarah Antar Desa dalam 1 (satu) Kecamatan eks PNPM Mandi r i ; 
dan 

d. Ketentuan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan perundangan yang 
ber laku. 

DANA DESA 
2 .1 . Penggunaan Dana Desa 

Dana Desa sebagai bagian anggaran belanja Negara Transfer ke Daerah 
dan Desa (TKDD) dar i alokasi dana desa Tahun 2022 penggunaannya 
sesuai ke tentuan Peraturan Perundang-undangan. 

2.2. Prioritas Penggunaan Dana Desa 
U n t u k mengoperasionalkan t u j u a n pembangunan Desa yang 
d imanda tkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana 
Desa d ipr ior i taskan u n t u k mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 
18 (delapan belas) t u j u a n SDGs Desa sebagai ber ikut : 
a. Desa tanpa kemisk inan dan kelaparan 

SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemisk inan ; dan 
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan. 

b. Desa ekonomi t u m b u h merata 
SDGs Desa 8 : p e r t u m b u h a n ekonomi Desa merata; 
SDGs Desa 9 : i n f r a s t ruk tu r dan inovasi Desa sesuai kebu tuhan ; 
SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan 
SDGs Desa 12 : konsums i dan produks i Desa sadar l ingkungan. 

c. Desa pedul i kesehatan 
SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera; 
SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi ; dan 
SDGs Desa 11 : kawasan pe rmuk iman Desa aman dan nyaman. 

d. Desa pedul i l ingkungan 
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan te rbarukan ; 
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan i k l i m ; 
SDGs Desa 14 : Desa pedul i l i ngkungan laut ; dan 
SDGs Desa 15 : Desa pedul i l ingkungan darat. 

e. Desa pedul i pend id ikan 
SDGs Desa 4 : pendid ikan Desa berkual i tas. 

f. Desa ramah perempuan 
SDGs Desa 5 : keter l ibatan perempuan Desa. 

g. Desa berjejaring 
SDGs Desa 17 : kemi t raan u n t u k pembangunan Desa. 



h . Desa tanggap budaya 
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadi lan; dan 
SDGs Desa 18 : kelembagaan desa d inamis dan budaya desa 

adaptif. 
Upaya peneapaian SDGs Desa dalam si tuasi dan kondis i Pandemi 
COVID-19 t idak mudah , karena i t u penggunaan Dana Desa 2022 
d ipr ior i taskan u n t u k membiayai kegiatan yang mendukung peneapaian 
SDGs Desa mela lu i : 
1). pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa 

Pemul ihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa 
me l i pu t i : 
a) penanggulangan kemisk inan, u n t u k mewujudkan Desa tanpa 

kemisk inan , me la lu i : 
(1) p e n u r u n a n beban pengeluaran antara la in pemberian 

ban tuan sosial berupa Ban tuan Langsung Tunai (BLT), 
pemberian j a m i n a n sosial masyarakat m isk in , usia 
lan jut , difabel. Ketentuan j a r ingpengaman sosial mela lui 
Ban tuan Langsung Tuna i Desa (BLT) Desa sebagai 
ber ikut : 
(a) alokasi B a n t u a n Langsung Tuna i (BLT) Desa agar 

dianggarkan da lam belanja bidang penanggulangan 
becana, keadaan darura t dan mendesak dan sub 
bidang keadaan mendesak dalam belanja tak terduga 
B a n t u a n Langsung Tuna i Dana Desa menggunakan 
kegiatan kode rekening. 5.3.00 dengan kode belanja 
5.3.00. 5.4.1.01. 

(b) alokasi B a n t u a n Langsung Tuna i Dana Desa dengan 
asumsi perh i tungan Rp 300.000,00/ keluarga 
penerima manfaat selama 12 bu lan . 

(c) data keluarga penerima manfaat menggunakan data 
B a n t u a n Langsung Tuna i (BLT)Desa Tahun 2021 . 

(d) Dalam ha l terjadi penambahan dan atau 
pengurangan keluarga penerima manfaat dapat 
menggunakan mekanisme sesuai dengan Surat 
Edaran Bupat i Nomor: 412.2/67/408.48/2021 
Tentang Pedoman Penyaluran Jar ing Pengaman 
Sosial D i Desa Guna Menanggulangi Dampak 
Pandemi Covid-19 T a h u n Anggaran 2021 . 

(2) peningkatan pendapatan antara la in pemberdayaan 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), 
pengembangan ekonomi lokal , penyediaan akses 
pekerjaan/Padat Karya Tuna i Desa. 

(3) memin ima lkan wi layah kantong kemisk inan dengan 
meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang 
sesuai kewenangan Desa antara la in 
membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu 
(Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan 
Anak Usia D in i (PAUD), men ingkatkan konekt iv i tas antar 
wi layah Desa antara la in membangun j a l an Desa, j a l an 
usaha tan i , j embatan sesuai kewenangan Desa. 

b) pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas 
pengelolaan badan usaha m i l i k Desa/badan usaha m i l i k Desa 
bersama u n t u k mewu judkan ekonomi Desa t u m b u h merata, 
mencakup: 
(1) pendir ian badan usaha m i l i k Desa/badan usaha m i l i k 

Desa Bersama; 



(2) penyertaan modal badan usaha m i l i k Desa dan/atau 
badan usaha m i l i k Desa Bersama; 

(3) Penguatan permodalan bandan usaha m i l i k Desa 
dan/atau badan usaha m i l i k Desa Bersama; dan 

(4) pengembangan usaha badan usaha mi l i k Desa dan/atau 
badan usaha m i l i k Desa bersama yang d i fokuskan 
kepada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan 
perdesaan, antara la in : 
(a) pengelolaan h u t a n Desa; 

(b) pengelolaan h u t a n adat; 

(c) pengelolaan air m i n u m ; 

(d) pengelolaan par iwisata Desa; 

(e) pengolahan i kan (pengasapan, penggaraman, dan 
perebusan); 

(f) pengelolaan wisata h u t a n mangrove 

(fracfcingf, je la jah mangrove dan wisata edukasi); 
(g) pe lat ihan sentra pembenihan mangrove dan 

vegetasi panta i ; 
(h) pe lat ihan pembenihan i kan ; 
(i) pe lat ihan usaha pemasaran dan distr ibusi 

p roduk per ikanan; dan 
(j) pengolahan sampah. 

(5) kegiatan la innya u n t u k mewujudkan pembentukan, 
pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Mi l ik Desa 
dan/atau Badan Usaha M i l i k Desa bersama yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan d ipu tuskan dalam 
Musyawarah Desa. 

pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produkt i f : 
(1) b idang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau 

per ikanan yang d i fokuskan pada pembentukan dan 
pengembangan p roduk unggulan Desa dan/atau 
perdesaan; 

(2) b idang jasa serta usaha i ndus t r i keci l dan/atau indus t r i 
r u m a h a n yang d i fokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan p roduk unggulan Desa dan/atau 
perdesaan; 

(3) bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan 
Desa dan/atau perdesaan; 

(4) pemanfaatan potensi wi layah h u t a n dan optimalisasi 
pe rhutanan sosial; 

(5) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah 
l ingkungan dan berke lanjutan; dan 

(6) kegiatan la innya u n t u k mewujudkan pengembangan 
usaha ekonomi p roduk t i f r amah l ingkungan yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan d ipu tuskan dalam 
Musyawarah Desa. 



program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; 
Prioritas Penggunaan Dana Desa u n t u k program pr ior i tas nasional 
sesuai kewenangan Desa me l iput i : 
a) pendataan Desa 

(1) pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa; 
(2) pendataan pada t ingkat r u k u n tetangga: 
(3) pendataan pada t ingkat keluarga; 
(4) pemutakh i ran data Desa termasuk data kemisk inan; dan 
(5) pendataan Desa la innya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan d i pu tuskan dalam Musyawarah 
Desa. 

b) pemetaan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa 
(1) penyusunan peta potensi dan sumber daya 

pembangunan desa; 
(2) p emutakh i r an peta potensi dan sumber daya 

pembangunan desa; dan 
(3) pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa 

la innya yang sesuai kewenangan Desa dan d ipu tuskan 
da lam Musyawarah Desa. 

c) pengelolaan teknologi in formasi dan komun ikas i 
(1) pengelolaan system informasi Desa berbasis apl ikasi 

digi tal yang disediakan oleh Pemerintah; 
(2) penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis 

apl ikasi dig i tal ; dan 
(3) pengadaan saran/prasarana teknologi informasi dan 

k o m u n i k a s i berbasis apl ikas i dig i ta l me l iput i : 
(a) tower u n t u k j a r ingan internet ; 
(b) pengadaan computer; 
(c) smartphone; dan 
(d) langganan internet . 

(4) pengelolaan teknologi informasi dan komun ikas i la innya 
sesuai dengan kewenangan Desa yang d ipu tuskan dalam 
Musyawarah Desa. 

d) pengembangan Desa wisata 
(1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 

pemel iharaan sarana dan prasarana Desa wisata; 
(2) promosi Desa wisata d iu tamakan mela lu i gelar budaya 

dan berbasis dig i tal ; 
(3) pe lat ihan pengelolaan Desa wisata; 
(4) pengelolaan Desa wisata; 
(5) Kerjasama dengan p ihak ketiga u n t u k investasi Desa 

wisata; dan 
(6) pengembangan Desa wisata la innya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa yang d i p u t u s k a n dalam Musyawarah 
Desa. 

e) penguatan ketahanan pangan nabat i dan hewani 
(1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, 

pe rhutanan , peternakan dan/atau per ikanan; 



(2) pembangunan l u m b u n g pangan Desa; 
(3) pengolahan paca panen; dan 
(4) penguatan ketahanan pangan la innya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan d i pu tuskan dalam 
Musyawarah Desa. 

Pencegahan s tun t ing d i Desa 
(1) pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan s tun t ing 

d i Desa dengan menggunakan apl ikasi dig i tal electronic-
H u m a n Development Worker (e-HDW); 

(2) t i ndakan promot i f dan preventi f u n t u k pencegahan 
s tun t ing mela lu i r u m a h Desa sehat; 

(3) peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan 
pengasuhan anak mela lu i kegiatan: 
(a) kesehatan i b u dan anak; 
(b) konsel ing gizi; 
(c) air bers ih dan sanitasi ; 
(d) per l indungan sosial u n t u k peningkatan askes i bu 

h a m i l dan menyusu i serta bal i ta terhadap j a m i n a n 
kesehatan dan admin is t ras i kependudukan; 

(e) pend id ikan tentang pengasuhan anak mela lui 
Pendidikan Anak Usia D i n i (PAUD) dan B ina Keluarga 
Bal i ta (BKB); 

(f) upaya pencegahan perkawinan anak; 
(g) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan 

tanah kas Desa u n t u k pembangunan Kandang, 
Kolam dan Kebun (3K) da lam rangka penyediaan 
makanan yang sehat dan bergizi u n t u k ibu hami l , 
bal i ta dan anak sekolah; 

(h) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan 
Manus ia (KPM), kader posyandu dan pendidik 
Pendidikan Anak Usia D i n i (PAUD); dan 

(i) pemberian insent i f u n t u k Kader Pembangunan 
Manus ia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada 
Pendidikan Anak Usia D in i (PAUD) yang menjadi 
kewenangan Desa. 

Pengembangan Desa ink lus i f 
(1) kegiatan pelayanan dasar u n t u k kelompok marg inal dan 

rentan ya i tu : perempuan, anak, lan jut usia, s u k u dan 
masyarakat adat terpencil , penghayat kepercayaan, 
disabi l i tas, ke lompok masyarakat m isk in , dan kelompok 
rentan la innya; 

(2) penyelenggaraan fo rum warga u n t u k penyusunan 
usu lan ke lompok marg ina l dan rentan ; 

(3) pemberian ban tuan h u k u m bagi kelompok marginal dan 
rentan ; 

(4) penguatan n i la i -n i la i keagamaan dan kearifan lokal 
u n t u k membentuk kesalehan sosial d i Desa; dan 

(5) kegiatan la innya u n t u k mewu judkan Desa ink lus i f yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan d ipu tuskan dalam 
Musyawarah Desa. 



2) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai 
dengan kewenangan Desa 
Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat d igunakan u n t u k mit igasi 
dan penanganan bencana a lam dan nonalam mel iput i : 

a) Mit igasi dan penanganan bencana a lam 
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan 
bencana a lam dan/atau kejadian luar biasa la innya sesuai 
dengan kewenangan Desa yang antara la in : 
(1) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; 
(2) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) d i Desa; 
(3) P3K u n t u k bencana; 
(4) pembangunan j a l a n evakuasi; 
(5) penyediaan penun juk j a l u r evakuasi; 
(6) kegiatan tanggap da rura t bencana alam; 
(7) penyediaan tempat pengungsian; 
(8) pembersihan l ingkungan perumahan yang terkena 

bencana alam; 
(9) rehabi l i tas i dan rekons t ruks i l ingkungan perumahan 

yang terkena bencana a lam; dan 
(10) sarana prasarana u n t u k penanggulangan bencana yang 

la innya sesuai dengan kewenangan Desa dan 
d i p u t u s k a n dalam musyawarah Desa. 

b) Mit igasi dan penanganan bencana nonalam 
(1) Desa Aman COVID 

penggunaan Dana Desa u n t u k mendukung aksi Desa 
Aman COVID-19 antara la in : 
(a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos 

Jaga Desa yang te lah ada; 
(b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan 

penerapan secara ketat protokol kesehatan; 
(c) pembelian masker, v i t am in dan obat sesuai arahan 

Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga k u r a n g 
m a m p u , serta k e b u t u h a n la innya yang d ipu tuskan 
da lam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa 
insidental ; 

(d) meny iapkan tempat cuc i tangan dan/atau cairan 
pembersih tangan (hand sanitizer); 

(e) me lakukan penyemprotan cairan dis infektan sesuai 
keper luan; 

(1) meny iapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa 
agar sewaktu-waktu siap d igunakan ket ika 
d i b u t u h k a n ; 

(g) memfasi l i tasi k e b u t u h a n logistik warga kurang 
m a m p u yang sedang melaksanakan isolasi mand i r i d i 
r u m a h dan/atau ruang isolasi Desa; 

(h) me lakukan moni to r ing dan evaluasi secara r u t i n dan 
melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan 
COVID- 19 Daerah; dan 



(i) M e n d u k u n g operasional tugas Relawan Desa Aman 
COVID- 19. 

(2) relawan Desa Aman COVID-19 
Relawan Desa aman COVID-19 dengan s t r u k t u r sebagai 
ber ikut : 
(a) k e tua : Kepala Desa 
(b) wak i l : Ketua Badan Permusyawaratan Desa 
(c) anggota : 

(1) perangkat Desa; 
(2) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 
(3) kepala d u s u n a tau yang setara; 
(4) ke tua r u k u n warga; 
(5) ke tua r u k u n tetangga; 
(6) pendamping lokal Desa; 
(7) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH); 
(8) pendamping Desa sehat; 
(9) pendamping la inya yang berdomisi l i d i Desa; 
(10) b idan Desa; 
(11) t okoh agama; 
(12) t okoh adat; 
(13) tokoh masyarakat; 
(14) karang ta runa ; 
(15) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); 

dan 
(16) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). 

(3) m i t ra : 
(a) bhayangkara pembina keamanan dan ketert iban 

masyarakat (Babinkamtibmas) ; 
(b) b in tara pembina Desa (Babinsa); dan 
(c) pendamping Desa. 

(4) Tugas relawan Desa aman COVID-19: 
(a) me lakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi 

kebiasaan ba ru d i Desa u n t u k berdis ipl in 
menja lankan protoko l kesehatan ya i tu : memakai 
masker, menjaga j a rak , mencuci tangan membatasi 
mobi l i tas a tau pergerakan penduduk dan 
menghindar i k e r u m u n a n ; 

(b) mendata penduduk rentan sakit , seperti orang tua , 
bal i ta , serta orang yang memi l ik i penyakit menahun , 
penyakit tetap, dan penyakit kron is la innya, serta 
mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat 
atas berbagai kebi jakan terkai t j a r i n g pengamanan 
sosial dar i Pemerintah Pusat m a u p u n daerah, baik 
yang te lah m a u p u n yang be lum menerima; 

(c) me lakukan penyemprotan dis infektan j i k a 
d iper lukan, menyediakan tempat cuci tangan 
dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) d i 
tempat u m u m ; 



(d) meny iapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa 
agar sewaktu-waktu siap d igunakan ket ika 
d i b u t u h k a n ; 

(e) menyediakan alat kesehatan u n t u k deteksi d in i , 
per l indungan, serta pencegahanpenyebaran wabah 
dan penularan Corona V i rus Disease (COVID-19); 

(f) memfasi l i tasi k e b u t u h a n logistik bagi warga ku rang 
m a m p u yang sedang melaksanakan isolasi mand i r i d i 
r u m a h dan/atau ruang isolasi Desa; dan 

(g) menyediakan in formasi pent ing terkai t dengan 
penanganan COVID-19 seperti nomor telepon r u m a h 
saki t r u j u k a n , nomor telepon ambulan , dan Ia in- la in. 

c) bencana non a lam la innya sesuai dengan kewenangan Desa 
dan d i p u t u s k a n mela lu i musyawarah Desa. 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
1) pr ior i tas penggunaan Dana Desa d i i akukan berdasarkan Peraturan 

Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

2) penetapan pr ior i tas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati 
me la lu i Musyawarah Desa. 

3) musyawarah Desa penetapan pr ior i tas penggunaan Dana Desa 
menghasi lkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana 
Desa yang d i tuangkan dalam ber i ta acara. 

4) berita acara sebagaimana d imaksud pada angka 3 menjadi pedoman 
Pemerintah Desa da lam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP 
Desa. 

5) da lam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa d i laksanakan 
meng ikut i tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan 
ke tentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur 
mengenai pedoman u m u m pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat Desa. 

6) masyarakat Desa berpart is ipasi da lam penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa d i i akukan dengan cara: 

a) ter l ibat ak t i f da lam setiap tahapan penyusunan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa; 

b) menysunpaikan usu lan program dan/atau kegiatan; 
c) memast ikan pr ior i tas penggunaan Dana Desa d i te tapkan 

dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan 
d) i k u t serta mensosial isasikan Prioritas Penggunaan Dana 

Desa. 
7) pemer intah Desa berkewajiban u n t u k mel ibatkan masyarakat 

da lam penetapan pr ior i tas penggunaan Dana Desa. 
8) pr ior i tas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dar i RKP Desa 

d i susun berdasarkan: 
a) data yang disediakan oleh Kementerian; dan 
b) aspirasi masyarakat Desa. 



Pelaksanaan program kegiatan Prioritas Dana Desa 
1) program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus 

d i laksanakan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber 
daya lokal Desa sesuai ke tentuan Peraturan Menteri Desa 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 21 Tahun 2020 
tentang Pedoman U m u m Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa. 

2) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat 
me lakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa d i Desa. 

3) kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: s tud i 
banding, pe lat ihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas 
badan pemberdayaan Desa yang d idanai Dana Desa d i laksanakan 
secara swakelola oleh Desa a tau badan kerjasama antar-Desa, dan 
d i larang diker jakan oleh p ihak ketiga. 

4) Penggunaan Dana Desa dengan swakelola d iu tamakan u n t u k 
d i laksanakan dengan pola Padat Karya Tuna i Desa (PKTD) dengan 
j en is kegiatan antara la in : 

a) Pertanian dan perkebunan u n t u k ketahanan pangan 
(1) Pemanfaatan lahan kosong mi l i k Desa u n t u k tanaman 

pangan dan perkebunan; 

(2) Pemanfaatan lahan kosong m i l i k warga u n t u k 
penanaman sayuran dan Ia in- la in; dan 

(3) Penanaman tumpang sari t anaman pokok d i lahan- lahan 
perkebunan. 

b) Restoran dan wisata Desa 
(1) kebersihan tempat wisata yang dikelola Badan Usaha 

M i l i k Desa dan/atau Badan Usaha Mi l ik Desa Bersama; 
(2) kebersihan tempat ku l ine r yang dikelola badan usaha 

m i l i k Desa dan/atau badan usaha m i l i k Desa bersama; 
dan 

(3) membuka part is ipasi warga u n t u k berusaha d i lokasi-
lokasi wisata. 

c) Perdagangan logist ik pangan 
(1) pemel iharaan bangunan pasar; 
(2) Badan Usaha M i l i k Desa dan/atau Badan Usaha Mi l ik 

Desa bersama berperan sebagai aggregator u n t u k 
membel i komoditas Desa u n t u k d i jua l kembal i d i pasar 
yang lebih luas; 

(3) Badan Usaha Mi l i k Desa dan/atau badan usaha m i l i k 
Desa bersama member ikan ta langan kepada petani dan 
pengusaha kecil u n t u k me lakukan produks i ; dan 

(4) t ambahan penyertaan modal badan usaha m i l i k Desa 
dan/atau badan usaha m i l i k Desa bersama kepada 
produks i yang menguntungkan d i Desa. 



d) Perikanan 
(1) pemasangan a tau perawatan karamba bersama; 
(2) bagi bas i l budidaya i kan a ir tawar mela lu i badan usaha 

m i l i k Desa dan/atau badan usaha m i l i k Desa bersama; 
dan 

(3) members ihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPl) dan 
tempat penjualan i kan la innya yang dikelola Badan 
Usaha M i l i k Desa dan/atau Badan Usaha Mi l ik Desa 
Bersama. 

e) Peternakan 
(1) members ihkan kandang t e m a k Mi l ik Badan Usaha Mi l ik 

Desa dan/atau Badan Usaha Mi l ik Desa Bersama; 
(2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi basi l 

yang dikelola badan usaha m i l i k Desa dan/atau badan 
usaha m i l i k Desa bersama; dan 

(3) kerja sama badan usaha m i l i k Desa dan/atau badan 
usaha m i l i k Desa bersama dan peternak dalam 
pemanfaatan kotoran ternak u n t u k p u p u k organik. 

f) I ndus t r i pengolahan dan pergudangan u n t u k pangan 
(1) . perawatan gudang m i l i k badan usaha mi l i k Desa 

dan/atau badan usaha m i l i k Desa bersama; 
(2) . perawatan alat penggil ingan padi m i l i k badan usaha 

m i l i k Desa dan/atau badan usaha mi l i k Desa bersama; 
dan 

(3) . penyewaan gudang secara m u r a h yang sebagian dibayar 
mela lu i dana Desa. 

g) Jenis kegiatan la inya yang bobot upah tenaga kerja d i atas 50 
% (lima p u l u h persen) dan diber i keterangan kegiatan Padat 
Karya Tuna i Desa 

pekerja padat karya t u n a i Desa d ipr ior i taskan bagi penganggur, 
setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota 
keluarga m i sk in , serta anggota masyarakat marg ina l la innya; 
besaran anggaran u p a h kerja pa l ing sedikit 5 0 % (lima p u l u h 
persen) dar i pagu kegiatan padat karya t u n a i Desa: 
pembayaran upah kerja d i h i t u n g setiap har i dapat d iber ikan 
mingguan dan bu lan ; 
Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tuna i Desa dikelola dengan 
menerapkan protoko l kesehatan u n t u k menjaga para pekerja dar i 
COV7D-J9, me l iput i : 

a) menggunakan masker; 
b) menerapkan j a r a k aman antara satu pekerja dengan pekerja 

la innya m i n i m u m 2 (dua) meter; dan 
c) warga Desa yang saki t d i larang i k u t bekerja d i padat karya 

t u n a i Desa. 



2.5. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Penentuan pr ior i tas penggunaan Dana Desa d i i akukan mela lu i 
peni la ian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa u n t u k 
d i fokuskan pada upaya pemul ihan ekonomi nasional , program prior i tas 
nasional , dan dan mit igasi dan penanganan bencana a lam dan nonalam 
yang m e n d u k u n g SDGs Desa. Hal -hal yang d iperhat ikan dalam 
penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai ber ikut : 
1) berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah 

yang ada d i Desa d ip i l i h program/kegiatan yang pal ing d i b u t u h k a n 
masyarakat Desa dan yang pal ing besar kemanfaatannya u n t u k 
masyarakat Desa, sehingga Dana Desa di larang u n t u k dibagi rata; 

2) program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak 
mel ibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa; 

3) program dan/atau kegiatan yang d irencanakan harus 
d i laksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya 
yang ada d i Desa; 

4) program dan/atau kegiatan yang d irencanakan harus d ipast ikan 
adanya keber lanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan 

5) program dan/atau kegiatan yang d i rencanakan harus dikelola 
secara part is ipati f , t ransparan dan akuntabe l . 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus meru juk kepada 
data masalah dan potensi Desa sebagaimana basi l pemutakh i ran data 
berbasis SDGs Desa yang sudah d imasukkan ke da lam Sistem 
Informasi Desa (SID). Da lam ha l SID be lum bisa d imanfaatkan secara 
opt imal karena da lam proses transis i , maka dapat menggunakan data 
I D M yang d i m i l i k i oleh Desa. 

2.6. Pengembangan kegiatan d i luar Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Penggunaan Dana Desa T a h u n 2022 d ipr ior i taskan u n t u k menjalankan 
ke tentuan Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabi l i tasi Sistem Keuangan 
u n t u k Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan 
perekonomian nasional dan/atau stabi l i tas sistem keuangan menjadi 
Undang-Undang, maka pembangunan kantor Kepala Desa, balai Desa 
dan/atau tempat ibadah t idak diperbolehkan. 

2.7. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa 
1) Keterbukaan informasi pembangunan Desa 

Desa menginformasikan secara t e rbuka kepada masyarakat Desa 
ha l - ha l sebagai ber ikut : 
a) data Desa serta peta potensi dan sumber daya 

pembangunan Desa; 
b) dokumen RPJM Desa; 
c) program/proyek masuk Desa; 
d) besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan 

pembangunan Desa; dan 



e) kebi jakan Prioritas Penggunaan Dana Desa u n t u k pemul ihan 
ekonomi nasional , program pr ior i tas nasional , dan mit igasi 
dan penanganan bencana alam dan non alam yang 
m e n d u k u n g SDGs Desa. 

2) Musyawarah dusun/ke lompok 
a) warga Desa mend iskus ikan rencana Prioritas Penggunaan 

Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang d iber ikan 
oleh Desa mela lu i berbagai f o rum d iskus i ; 

b) t i m penyusunan RPJM Desa a tau t i m penyusunan RKP 
Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/ke lompok 
u n t u k mend iskus ikan rencana Prioritas Penggunaan Dana 
Desa; 

c) masyarakat Desa m e r u m u s k a n usu lan program dan kegiatan 
yang d ipr ior i taskan u n t u k d idana i dengan Dana Desa; dan 

d) bas i l Musyawarah dusun/ke lompok menjadi usu lan warga 
da lam Musyawarah Desa. 

3) Musyawarah Desa. 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan 
disepakati da lam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib 
mengawal u su l an Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas 
dan disepakati da lam Musyawarah Desa. Berita acara 
Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen 
RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. 

2.8. Publ ikasi Dan Pelaporan serta Pembinaan 
1) Pemerintah Desa wajib mempub l ikas ikan penetapan pr ior i tas 

penggunaan Dana Desa terd i r i atas: 
a) basi l Musyawarah Desa; dan 
b) data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, 

dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas 
Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa. 

2) pub l ikas i APBDes pal ing sedikit memuat nama kegiatan, lokasi 
kegiatan, dan besaran anggaran. 

3) pub l ikas i d i i akukan d i ruang pub l i k yang m u d a h diakses oleh 
masyarakat Desa dan d i i akukan secara swakelola dan partisipati f . 

4) Sarana pub l ikas i Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat 
d i i akukan mela lu i : 
a) bal iho; 
b) papan in formasi Desa; 
c) media e lektronik; 
d) media cetak; 
e) media sosial; 
1) website Desa; 
g) selebaran (leaflet^; 

h) pengeras suara d i ruang pub l i k ; dan 
i) media la innya sesuai dengan kondis i d i Desa. 



5) Da lam ha l Pemerintah Desa t idak mempubl ikas ikan penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa d i ruang pub l i k badan 
permusyawaratan Desa menyampaikan teguran l isan dan/atau 
ter tu l is . 

6) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prior i tas 
penggunatm Dana Desa kepada Menter i Desa Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigras i menggunakan informasi Desa 
yang disediakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi dengan Tembusan Bupat i Cq. Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan. 

7) Paling lambat 2 minggu setelah penetapan APB Desa Pemerintah 
Desa menyampaikan laporan Penggunaan dana desa dalam APB 
Desa 2022 kepada Bupa t i , sebagaimana format ter lapir dalam 
Lampiran 11. 

8) Laporan penetapan pr ior i tas penggunaan Dana Desa d isampaikan 
da lam ben tuk dokumen dig i ta l menggunakan sistem informasi 
Desa yang disediakan oleh Kementerian. 

9) Penyampaian laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
d i i akukan pal ing lama 1 (satu) bu l an setelah RKP Desa di tetapkan. 

10) Bupa t i me lakukan pembinaan mela lu i sosialisasi, pemantauan, 
dan evaluasi pr ior i tas penggunaan Dana Desa secara beijenjang 
d i i akukan oleh: 
a) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Pacitan; dan/atau 
b) Kecamatan. 

11) pembinaan dapat d i ban tu oleh tenaga pendamping profesional dan 
p ihak ketiga sesuai dengan ke tentuan Peraturan Perundang-
undangan. 

KEBIJAKAN KABUPATEN 
Upaya mendorong percepatan capaian program pemer intah Kabupaten dalam 
rangka meningkatkan kua l i tas kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat 
dan pelayanan pub l ik , mendorong pemer intah desa melalui belanja APBDes 
sesuai dengan penggunaan pr ior i tas dana desa u n t u k d i fokuskan pada 
program yang mendukung kebi jakan pemer intah kabupaten. Dukungan 
alokasi anggaran program pada APB Desa 2022 me l iput i ketentuan sebagai 
ber ikut : 

1) Desa mengalokasikan pada Sub Bidang Kesehatan dan 
pencegahan s tun t ing d igunakan antara la in u n t u k : 
a) Penyediaan sarana air bersih, sanitasi dan konservasi air 

bersih; 
b) Penyediaan tambahan n u t r i s i dan makanan sehat; 
c) Pendataan dan pelaporan perkembangan s tun t ing d i desa; 
d) Edukas i i b u h a m i l dan menyusu i ; 
e) Pembangunan dan pemel iharaan Polindes yang d ibangun 

desa; dan/atau 
f) Tambahan Insent i f Kader Posyandu. 



2) Mengalokasikan pada Sub Bidang Pendidikan d igunakan antara 
la in u n t u k : 
a) Sarana Prasarana PAUD Desa; 
b) Tambahan insent i f gu ru PAUD Desa; dan 
c) Pendataan masyarakat diatas usia 21 t ahun yang belum 

memi l ik i ijazah SD/SMP/SMA. 
3) Mengalokasikan pada Sub Bidang Admin i t ras i kependudukan, 

Pencatatan Sipi l , Stat is t ik dan Kearsipan d igunakan antara la in 
u n t u k : 
a) Pemutakhiran data penduduk dan pelayanan admini t ras i 

kependudukan dan pencatatan sipi l ; 
b) Penyediaan sarana pelayanan adm induk d i desa; 
c) Penyelenggaraan layanan a d m i n d u k berbasis kewenangan 

Desa (LABKD); 
d) Pemutahiran data kesejahteraan sosial (DTKS); dan 
e) Insent i f operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan 

Sosial-iVext Generation) dan PS2H (Pencatatan Sipil dan 
Stat is t ik Hayati) . 

4) Da lam Sub Bidang usaha m ik ro dan menengah d igunakan antara 
la in u n t u k : 
a) Pengembangan potensi p roduk lokal desa u n t u k update data 

dan potensi usaha mikro ; 
b) Pengembangan BUMDES; 
c) R int isan wi rausaha muda dan wirausaha baru ; dan 
d) Sarana dan prasarana serta pengelolaan Pasar Desa. 

5) Dalam Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perl indungan 
Anak d igunakan u n t u k : 
a) Pelatihan ke t rampi lan perempuan dan per l indungan anak 

dalam rangka mencegah kekerasan perempuan dan anak; 
b) Pencegahan perkawinan anak; dan 
c) Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi 

keluarga yang produkt i f . 
6) Penyediaan dan fasil itasi is i u lang t abung oksigen bagi masyarakat 

yang menjalani perawatan/ isolasi mand i r i . 
7) Pendataan dan penanganan anak y a t i m dan atau p ia tu . 
8) Da lam rangka pengamanan aset, Pemerintah Desa 

mempr ior i taskan serti f ikasi t anah kas desa, m in ima l 1 t a h u n 1 
buah sertif ikat. 

9) Pemerintah Desa agar melaksanakan dan megalokasikan kegiatan 
peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan 
berpedoman pada Peraturan B u p a t i Nomor 93 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur 
Pemerintahan Desa. 

10) Pemerintah Desa m u l a i melaksanakan pembayaran belanja 
pegawai secara non tunai tanggal 25 setiap bu lan mu la i J a n u a r i 
T a h u n 2022 u n t u k belanja Si ltap dan Tunjangan Kepala Desa 
kode rekening 5.1.1 dan belanja Si l tap dan tunjangan Perangkat 
Desa kode rekening 5.1.2, Tunjangan Kedudukan dan Kinerja 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kode rekening 5.1.4. 



Pembayaran Non t u n a i j uga ber laku u n t u k belanja barang/ jasa 
u n t u k semua jen is belanja jasa hono ra r ium kode rekening 5.2.2 
dibayarkan setiap pengeluaran belanja. 

11) Da lam rangka digital isasi dokumentas i dan kearsipan dengan 
te lah d i terapkannya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) secara 
OnLine, m u l a i J a n u a r i t a h u n 2022 segala bentuk produk h u k u m 
desa dan laporan pemer intah desa kepada Bupa t i terkai t 
Pengelolaan Keuangan Desa u n t u k d idokumentas ikan dalam 
ben tuk sal inan cetak (hardcopy) dan sal inan e lektronik (softcopy). 
Selanjunya d iuplaod dalam apl ikas i Sistem Manajemen Keuangan 
Desa (SIMKEUDES) dengan alamat l ink 

simkeudes.pacitankab.go.id, Adapun dokumen d imaksud berupa: 
a) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa; 
b) Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa; 
c) Peraturan Desa tentang APB Desa; 
d) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa; 
e) Laporan Bu lanan dan Semester; dan 
f) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa. 

T E K N I S PENYUSUNAN APB Desa 
1 Hal -ha l yang harus d iperhat ikan dalam penyusunan APB Desa, terkai t w a k t u 

dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa adalah sebagai 
ber ikut : 
a. musyawarah Desa bu lan j a n u a r i sampai dengan bu lan J u n i ; 
b. penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa bu lan j u n i 

sampai dengan September; 
c. penetapan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa pal ing 

akh i r bu lan September; 
d. penyusunan Rancangan APB Desa bu l an Oktober sampai dengan 

Desember; dan 
e. penetapan APB Desa pal ing akh i r bu l an Desember. 

2. Substansi APB Desa 
APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja u n t u k masing-
masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan u n t u k t a h u n yang 
d i rencanakan d i r inc i sampai dengan r inc ian objek pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan. 
a. pendapatan 

Pendapatan Desa yang dianggarkan da lam APB Desa Tahun Anggaran 
berkenaan merupakan perk i raan yang t e r u k u r secara rasional dan 
memi l ik i kepast ian serta dasar h u k u m penerimaannya. Oleh karena i t u 
da lam pedoman penyusunan APB Desa harus memuat ha l -ha l yang 
harus d iperhat ikan, yang me l iput i : 
1) kepast ian pendapatannya, t e rmasuk pagu anggaran pendapatan dar i 

transfer; 
2) dasar h u k u m , dan sekaligus pr ior i tas pengalokasiannya; dan 
3) u n t u k pendapatan desa yang berasal dar i pungu tan Desa agar 

d idasarkan pada pera turan desa tentang pungu tan desa yang telah 
dievaluasi oleh Camat. 



b. belanja 
Belanja Desa d i gunakan u n t u k penyelenggaraan pemer intahan Desa yang 
menjadi kewenangan pemer intah Desa. 
Pedoman penyusunan APB Desa secara r inc i mengura ikan ha l -ha l yang 
harus d iperhat ikan da lam penyusunan APB Desa dar i sisi belanja yang 
me l iput i belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja 
tak terduga. 

c. pembiayaan 
Pembiayaan desa mel iput i : 
1) penerimaan pembiayaan, te rd i r i dar i SiLPA dan pencairan dana 

cadangan; dan 
2) pengeluaran pembiayaan, t e rd i r i dar i penyertaan modal dan 

pembentukan dana cadangan. 
Cara mengisi format APB Desa 
a. Rencana pendapatan memuat kelompok, j en is dan obyek pendapatan 

Desa, yang d ipungut/d ike lo la/d i ter ima oleh Desa. U n t u k jen is dan obyek 
pendapatan Desa se lanjutnya d i tuangkan da lam penjabaran. 

b. Rencana belanja terbagi atas klasi f ikasi b idang dan klasi f ikasi ekonomi. 
Klasif ikasi b idang terbagi atas sub b idang dan kegiatan. Klasif ikasi 
ekonomi d iu ra ikan m e n u r u t jen is belanja, obyek belanja, dan r inc ian 
obyek, u n t u k obyek belanja dan r ins ian obyek belanja d i tuangkan dalam 
penjabaran APB Desa. 

c. Rencana pembiayaan memuat kelompok pener imaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan masing-masing d iu ra ikan m e n u r u t jenis dan 
obyek pembiayaan. Jenis dan obyek pembiayaan d i tuangkan dalam 
penjabaran APB Desa. 

Hal ha l k h u s u s la innya 
a. RKP Desa sebagai bahan evaluasi APB Desa oleh camat menggunakan 

data yang te lah d i i n p u t da lam SISKEUDES. 
b. U n t u k mendorong terselenggaranya musyawarah perencanaan 

pembangunan desa (musrenbangdes) i n k l u s i pemerintah desa 
mengalokasikan pada APB Desa T a h u n Anggaran 2022; 

c. Da lam ha l laporan penetapan pr iortas Dana Desa d i laporkan berjenjang 
dar i Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah sesuai format lap i ran 11 h u r u f 
A menggunakan sebagaimana format Terlampir; 

d. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bersumber dar i dana desa 
d i i akukan mela lu i swakelola, memaks imalkan penggunaan 
mater ia l/bahan dar i wi layah setempat, d iutamakan d i laksanakan 
dengan Padat Karya Tuna i Desa yang mel ibatkan part is ipasi masyarakat 
u n t u k memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masayarakat; 

e. Pelaksanaan pembangunan d i t ingkat Desa berperspekti f gender; 
f. Camat da lam mengevulasi APB Desa menggunakan ins t rumen sesuai 

format Lampi ran 11 h u r u f B menggunakan sebagaimana format Terlampir; 
g. Transaksi pembayaran si ltap dan honora r ium mu la i t a h u n 2022 

d i laksanakan dengan mekanisme non t u n a i ; dan 



h . Da lam ha l terdapat kekurangan cek u n t u k pencairan SPP ke bank, 
pencairan tetap dapat d i i akukan sesuai peraturan perbankan yang 
ber laku. 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 185 TAHUN 2021 

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A D E S A TAHUN ANGGARAN 2 0 2 2 . 

A. F O R M A T LAPORAN PENGGUNAAN DANA D E S A 
LAPORAN PENGGUNAAN DANA D E S A TAHUN ANGGARAN 2 0 2 2 

D E S A 
KECAMATAN 

NO T T ^ ^ A T A A T 

URAIAN 
PAGU 

DANA D E S A 

PENGGUNAAN B E L A N J A 
V T ^ f i P D A tat^ A us ivCi 1 JbKAJM ur AJM NO T T ^ ^ A T A A T 

URAIAN 
PAGU 

DANA D E S A 
T % T T ^ A A T ^ ^ f f % T T T ^ 

BIDANG/SUB 
n T T A A / T ^ T ; * ^ ^ T A A A T 

BIDANG / K E G I A T A N 
OUTPUT 

A A T A A A T 

ANGGARAN 
(Rp) 

V T ^ f i P D A tat^ A us ivCi 1 JbKAJM ur AJM 

111 c u | y l l l e i l £ , l I7\ 

T 1 P R O G R A M 
X XV V_/ V T XVx^ lTX 

PERLINDUNGAN SOS IAL 
(minimal 40%) I. BIDANG 

1. Sub Bidang .... 
1. Kegiatan .... 
dst 

I I PROGRAM KETAHANAN 
PANGAN DAN HEWANI 
(minimal 20%) 

I. BIDANG 
1. Sub Bidang .... 
1. Kegiatan .... 
dst 



PAGU 
DANA DESA 

PENGGUNAAN B E L A N J A 
NO URAIAN 

PAGU 
DANA DESA 

BIDANG/SUB 
BIDANG/ KEGIATAN 

OUTPUT 
ANGGARAN 

(Rp) 
K E T E R A N G A N 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 
I I I DUKUNGAN PENDAAN 

PENANGANAN COVID-19 
l A J l J l l l A X l i m A f Z\>j 

I I BIDANG 
• 

2. Sub Bidanfit .... 
2 . Kegiatan .... 
dst 

IV P R O G R A M S E K T O R 
P R I O R I T A S LAINYA 

I I . BIDANG 
2 . Sub Bidang .... 
2 . Kegiatan .... 
dst 



B. FORMAT LAPORAN PROGRAM KEGLATAN PRIORITAS DANA DESA 

LAPORAN PROGRAM K E G I A T A N P R I O R I T A S DANA D E S A TAHUN ANGGARAN 2 0 2 2 

D E S A 
KECAMATAN 

NO 

- — -

URAIAN 
OUT PUT 

KELUARAN VOLUME 
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN 

(Rp) 
LOKASI 

(RT/RW/Dnsnn) KETERANGAN NO 

- — -

URAIAN 
OUT PUT 

KELUARAN VOLUME 
Swakelola PKTD 

ANGGARAN 
(Rp) 

LOKASI 
(RT/RW/Dnsnn) KETERANGAN NO 

- — - r -

BELANJA 
I BIDANG 

Sub Bidang 
Kegiatan 
dst 

II BIDANG 
Snb Bidang 
Kegiatan 
dst 

JUMLAH 



C. FORMAT LAPORAN PROGRAM KEGIATAN MENDUKUNG KEBIAJAKAN KABUPATEN 

LAPORAN PROGRAM K E G I A T A N MENDUKUNG K E B I J A K A N KABUPATEN 
TAHUN ANGGARAN 2 0 2 2 

D E S A 
KECAMATAN 

T T O A T A KT 
OUT PUT 

KELUARAN 
1 7 / ' \ T T T A A T P 

ANGGARAN (Rp) 

K P T P R A N O A W T T O A T A KT 
OUT PUT 

KELUARAN 
1 7 / ' \ T T T A A T P SUB BIDANG 

KESEHATAN 
SUB BIDANG 
PENDIDIKAN 

SUB BIDANG 
ADMINDUK. 
X * A ^ S T A J-XS J L ' \^ Jt»% 

STATISTIK dan 
KEARSIPAN 

SUB 
BIDANG 
UMKM 

SUB 
BIDANG 

P3A*) 

K P T P R A N O A W 

n v K V A I f f T A 

BELANJA 
I T T T n A laf* 

9 1 1 D D l d n l l g 

Kegiatan 
dst 

II BIDANG 
Sub Bidang 
Kegiatan 
dst 

JUMLAH 
*) P3A : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Ha^an H/iJsUm, 

DENI CAHYANTORO. SH.. M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 
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